BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN UMLUIM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Menimbang

DENGAN RAHMNAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam penyelenggaraan pemenntahan, pembangunan,
dan pelayanan magyarakat masih terdapat kebdaksetaraan dan
ketidakadilan  gender, sehingga di periukan strategi
pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evauasi das
kebijakan, program dan keg atan pembangunan d daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud huruf
a peru menetapkan Peraturan Bupati Jepam tentang Pedoman
Umum (Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender d Kabupaten
Jepaa.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1850 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Engkungan
Provinai Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peratluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor X2 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagamana telsh beberaps kali diubah dengan
Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Femerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 23 Tashun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambshan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 44 19);



Nomaw 25 Tahun 2004 Tentang Siskem

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
epubik .Immeﬂ Tashun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lenbaran Negam Republik Indonesia Nomor 4421);

8 Peratran Pemernntah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagisn Urusan Pemerintahan antara Pemedintah,
Pemerntah Daerah Provinsi dan Pemerintah Dssrah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republic indonesia Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4737,

7 instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

8 Peratwran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

9 Pematuan Oaerah Kabupaten Jepam Nomor 18 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Dasrah Kabupaten Jepara Tahun
2090 Nomor 18, Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten
Jepara Nomaor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PEDOMAN  UMJM

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dmaksud dengan:

1.
2.

TN

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pamerntahan Dserah adalah penyelenggsraan urusan peneintahan oleh
Pemediitan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dain tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnys dalam sistem Negara Kesatuan Repubdk
Indosssia sabagsimana dmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuobiik
Indonesia Tahun 1845,

Pemerntah Daersh adalash Bupati dan perangkat doaerah sebagai unsur

panyslenggara Pemetintahan Daerah.

Bupati adelah Bupati Jepara.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai peranghkat dasish Kabupaten
Kelurshan adalah wilaysh kerja lurah sshagal perangkat dasrah Kabupsten
dbawah Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hulum yang memdiki batas-batas wilsysh

vang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
sotempal, berdassrkan asal-usul dan adat mtadal setempst yang dipku dan
dhomnati dalam sistem Pemenntahan Negara Kesatuan Republk indonesia.



8 Baden Pemberdayssn Perempuan dan Kelusrga Bersncana yang selanpuinya
disngkat BP2KB adalah satuan perangkat deersh yang mambidangi
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jepara.

& Badan Perencansan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dsingkat
BAPPEDA adalah satuan perangkat daerah yang membidangi Perencanaan dan
Pambangunan Daerah Kabupaten Jepara.

10 Pengarusutamaan Gender yang selanjutriya disingkat PUG adalah strategi yang
dbangun untuk mengintegrasikan gender menjad sau dmens integral dan
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluas! atas
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di deerah.

11.Gender adalah konsep yang Mmengacu pada pembedaan peran dan
tanggungiawab laki-lgki dan perempuan yang terjad akibat dari dan dapat
berubah pieh keadasn sosial dan budaya masyarakatl.

12 Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondsi baik Laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu
berperan dan berpartisipasl dalam kegiatan poitk, ekonomi sosia budaya,
pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

13 Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjad adil terhadap laki-laki dan
persmpuan.

14. Analisis Gender adalah anabsis untuk mengidentifikasi dan memahami pembag an
kerja/ peran lakiHaki dan parempuan, skses kontrol terhadsp sumber-sumber

daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang
mereka nikmati, pola hubungan antara laki-iaki dan persmpuan yang tmpang.
yang d dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial,
ras dan suku bangsa.

15.Perencanaan Berperspeidif Gender adalah upaya untuk merencanakan daam
pencapaian kesetarsan dan keadilan gender yang dilakukan melali
pengintegrasian pengalaman, Baspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaan
permasalahan perempuan dan laki -laki,

16.Anggaran  Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau
pemanfaatan anggoran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

17.Focal Pont PUG adalah aparatur SKPD yang mempunya kemampuan untuk
melakukar pengarusutamaan gender d unit kerjanya masing-masing.

18 Kelompok Kera Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG
adalah wadah konsultasi bag pelaksana dan penggersk pengarusutamaan
gender dari berbagal instansi/ lembaga d daerah.

BAB 1)
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum peilaksanaan pengarusutamaan gender & Kabupaten Jepara
dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemenntahan

pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektil gender.
Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutarmaan gender ini bartujuan
a Membernkan acuan bagi aparatur Pemeriniah Daerah dalarm menyusun strategi
pengintegrasian gender yang dilakukan melaivi perencanaan pelsksansan



pengangparan, pemantauan dan evaluasi slas kebijakan, program, dan kegsatan
pembangunan d daerah.

b. Mewujudkan perencanaan berperspektt gends melaiui  pengintegrasian,
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, polensi dan penyelesa an permasaiahan laki-
laki dan perempuan;

¢ Mewujudken kesetaraan dan keadian gender dalam kehidupan berkeluarga,
berbangsa den bemegara.

0 Mewujudkan pengeloiaan anpgaran daerah yang responsif gender.

e Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan
tanggungjawab lakilski dan perempuan sebapai Insan dan sumberdaya
pembangunan; dan

f. Meningkatkan peran dan kemandifian lembaga yang menangani pemberdayaan
persmpuan.

BAB I
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu

Perencanaan
Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Dserah yang membidangi perencanaan daerah,
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Deserah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektil
gender,

(2) Penyusunan Rencana kerja SKPD bemperspeidil gender sebagaimana dmaksud
pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lan yang memilki kapasitas
d bidangnya.

Bag.en kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

mmpmmmmwwpmmndm
Kelarga Berencana WKabupaien .Jepsa sebagai koordinator penyelenggaraan
pengarusutamasn gender d Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam upaya percepalan pelembagasn pengarusutamaan gender di selruh
SKPD dibantuk Pokja PUG Kabupaten.

(2} Anggota Fokja PUG adalah seluruh Kepata/ Pimpinan SKPD.

(3) Pumpinan SKPD yang membidangi Perencanaan Daerah sebaga Katua Polya
PUG Kabupaten dan Pimpinan SKPD yang membidang Pemberdayaan
Perempuan sebagai Kepala Sekretanat Pokja PUG.

{4} Pembentukan Pokjs PUG Kabupaten d tetapkan dengan Keputusan Bupat

Pasal 7

Pokja PUG Kabupaten ssbagaimana d maksud daiam Pasal 8 mempunys tuges.
a. Mempromosikan dan memfasiitasi PUG kepada mas ng-masng SKPD,
b Melaksanakan sosiaksasi dan advokasi PUG lepads Camat, Kegsia Desa, Lursh,



Mernyusun plogramkens setiap tahun:

Mendowng terwuiudnya anggaran yang berperspektif gender,

Menyusun rencans kerna Pokja PUG setiap tahun;

Bertanggungtwab kepada Bupeti meilals Wakil Bupati;

Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupat;

Merfasiitasi SKPD atay Unit Kerja yang membidang) Pendataan untuk
menyusun Profil Gender & Daerah;

Melalukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi
Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daersh;
Menyusun Rencana Aksi Daersh (RANDA) PUG d deerah; dan

Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-
masing SKPD

T ~aap
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Pasal 8

(1) Tim Teknis sebag@mana dmeaksud daam pasal 7 huruf j berapggotakan
aparatur yang sudah mengkuti peistihan atau pendidikan anaksia anggaran
yanp berperspektif gender, atau tenaga ahti d hidang analsia anggaran

(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di daerah sebagamana dmaksud dadam
pasal 7 hurnuf k mermuat;
a PUG dalamn persturan perundang-undangan di Daerah,
b PUG daam siklus pembangunan d Daerah;
€. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
d. Penguatan peran serta masyasrakat di Dasrah.

Bag.an ketga
Focal Point

Pasal @

{1) Focal Point PUG pada setiap SKPD d daerah terdwi dari pejabat danitau staf
yang membiiangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.

{2y Focal Point PUG sebagai.mana dimakaud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; _

Memfasiitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang barpsmpektfl gender;

Melalsanakan pelatihan, sosialisas, advokasi pengarusutamaan gender

kepada seluruh pejabat dan staf di linglungan SKPD;

d Melsporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD:

& Mandomong pelaksansan anadisis gender rhadap kebjakan program dan
kegiatan pada unit kerja; dan

{ mernfasiibei penyvusunan profil gender pada setiap SKPD.

(3} Pelaksanasn tugas Focal Point PUG sebagaimana dmaksud pada syat (2)
dikoordinir cleh pejabal pada setap SKPD yang membidangi tugas
pemberdayaan perempuan

{4) Focal Point PUG sebagaimana dmaksud pada ayat (1), dipih dan ditetapkan
oleh Kepaia' Pimpinan SKPD.

0T

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 10

Satuan Keria Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Persmpuan
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang mwliputi:
a Penelagan panduan leknis pelaksanaan PUG, Kecamatan, Desa/ Kelurahan



b lkpmnnord' ; kapasitas kelembagamsn meidaiui peistihan, konsultan, advolas dan
inasi;

Pemantayan dan evaiuasi pelakaanaan PUG d Desa dan pada SKPD Kabupaen:

Paningkatan kapasitas Focal Point den Pokja PUG; dan

Strategi pencapaian kinerja

®ao

BAB v
PENDANAAN

Pasal 11

Semua biaya yang berkiilan dengan pelaksanaan kegetan program
Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di satuan kerja perangkat dasah maupun d
tingkat desa d bebankan pada APBD dan/ atav sumber lain yang sah dan tidak
mengiat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupat ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Aga sdiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratiran Bupati
ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
padatanggal 28 gebruan 44

BUPATI JEPARA

—

HENDRO MARTCJO

Diundangkan di Jepara
padatanggal o8 Pebruae 2ol

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR.......
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